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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis kontekstual yang telah diuraikan, dapat disimpulkan 

bahwa fenomena diskriminasi yang terjadi terhadap transpuan di Larantuka merupakan 

realitas sosial yang kompleks dan berlapis. Persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan 

sikap individu, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur sosial, nilai budaya, serta 

pemahaman religius yang hidup dalam masyarakat. Larantuka sebagai komunitas yang 

memiliki identitas religius Katolik yang kuat, dengan tradisi keagamaan yang mengakar 

seperti Semana Santa, membentuk kerangka moral kolektif yang cenderung normatif 

dalam memandang identitas gender. Dalam kerangka tersebut, keberadaan transpuan 

sering kali dipersepsikan sebagai penyimpangan dari tatanan kodrati, sehingga 

memunculkan sikap penolakan, stigma, dan bahkan marginalisasi sosial.136 Selain itu, 

budaya lokal yang masih menekankan pola relasi heteronormatif turut memperkuat 

eksklusi terhadap kelompok yang dianggap berbeda. Transpuan kerap ditempatkan 

sebagai “yang lain” dalam struktur sosial, sehingga mengalami stereotip negatif dan 

perlakuan diskriminatif dalam kehidupan sehari-hari.137 Hal ini berdampak langsung 

pada terbatasnya akses mereka terhadap berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, 

pekerjaan, dan partisipasi dalam ruang publik. Dalam banyak kasus, diskriminasi 

tersebut mendorong transpuan ke dalam lingkaran kerentanan sosial-ekonomi, di mana 

keterbatasan peluang kerja membuat mereka harus bertahan dalam sektor informal yang 

tidak stabil dan rentan.138 

Dari perspektif hukum, meskipun konstitusi Indonesia menjamin kesetaraan 

setiap warga negara di hadapan hukum, implementasi perlindungan terhadap kelompok 

minoritas gender masih belum optimal. Norma sosial dan tekanan mayoritas sering kali 

lebih dominan dalam praktik kehidupan sehari-hari, sehingga transpuan belum 

 
136 Kongregasi untuk Ajaran Iman, op.cit, no. 8. 
137 Franz Magnis-Suseno. Op.cit, hlm. 62–65. 
138 Komnas HAM, Laporan Tahunan tentang Diskriminasi terhadap Kelompok Minoritas (Jakarta: 

Komnas HAM, 2020), hlm. 45–47. 
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sepenuhnya merasakan keadilan dan perlindungan yang semestinya.139 Dengan 

demikian, terdapat kesenjangan antara ideal normatif yang diatur dalam hukum dengan 

realitas empiris yang dialami oleh kelompok transpuan di tingkat lokal. 

Dalam terang teologi moral, situasi ini menghadirkan tantangan serius bagi 

Gereja. Ajaran Gereja menegaskan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang luhur 

karena diciptakan menurut gambar dan rupa Allah (imago Dei). Martabat ini bersifat 

universal dan tidak dapat dikurangi oleh kondisi apa pun, termasuk identitas gender 

seseorang.140 Oleh karena itu, segala bentuk diskriminasi, kekerasan, dan marginalisasi 

terhadap transpuan pada dasarnya bertentangan dengan prinsip dasar ajaran Kristiani 

tentang kasih dan penghormatan terhadap sesama manusia. 

Lebih jauh, Konsili Vatikan II melalui Gaudium et Spes mengajak Gereja untuk 

membaca tanda-tanda zaman dan terlibat secara aktif dalam pergulatan dunia modern. 

Dalam konteks ini, Gereja dipanggil untuk tidak hanya menjadi penjaga norma moral, 

tetapi juga menjadi saksi kasih Allah yang nyata bagi semua orang, terutama mereka 

yang tersingkir dan terluka.141 Pendekatan pastoral yang dibangun atas dasar belas kasih 

(compassion), dialog, dan penghargaan terhadap martabat manusia menjadi sangat 

penting dalam menjawab situasi diskriminasi terhadap transpuan. 

Dengan demikian, kesimpulan ini menegaskan bahwa upaya mengatasi 

diskriminasi terhadap transpuan di Larantuka memerlukan keterlibatan berbagai pihak, 

baik Gereja, masyarakat, maupun pemerintah. Gereja diharapkan mampu 

mengembangkan pendekatan pastoral yang lebih inklusif dan manusiawi tanpa 

kehilangan identitas ajarannya. Sementara itu, masyarakat perlu membangun kesadaran 

kritis untuk menghargai perbedaan sebagai bagian dari realitas kemanusiaan. Di sisi 

lain, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa prinsip keadilan 

dan kesetaraan benar-benar diwujudkan dalam kebijakan dan praktik sosial. Akhirnya, 

penghormatan terhadap martabat manusia harus menjadi dasar utama dalam 

membangun kehidupan bersama. Tanpa komitmen pada nilai ini, segala bentuk relasi 

sosial akan mudah jatuh pada praktik eksklusi dan ketidakadilan. Sebaliknya, dengan 

menempatkan martabat manusia sebagai pusat, masyarakat Larantuka dapat 

 
139 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1). 
140 Kejadian 1:27; lih. juga Katekismus Gereja Katolik, no. 1700. 
141 Konsili Vatikan II, Gaudium et Spes, op.cit, no. 1 dan 4. 
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berkembang menjadi komunitas yang lebih adil, inklusif, dan mencerminkan nilai-nilai 

kasih yang menjadi inti iman Kristiani. 

5.2. Usul Saran 

 Dari kesimpulan diatas, tentu saja dibutuhkan saran kepada beberapa pihak 

yang terlibat dalam kehidupan transpuan’. Berikut saran untuk masyarakat dan Gereja. 

5.2.1. Saran Kepada Gereja Keuskupan Larantuka 

Berdasarkan analisis kontekstual mengenai diskriminasi terhadap transpuan di 

Larantuka, Gereja dipanggil untuk semakin menghidupi perutusannya sebagai 

sakramen keselamatan yang menghadirkan kasih Allah bagi semua orang tanpa kecuali. 

Dalam menghadapi realitas sosial yang kompleks ini, Gereja tidak hanya berperan 

sebagai pengajar moral, tetapi juga sebagai komunitas iman yang menghadirkan 

kehadiran Allah yang penuh belas kasih di tengah dunia. 

Pertama, Gereja perlu mengembangkan pendekatan pastoral yang lebih inklusif 

dan berbelas kasih terhadap kelompok transpuan. Pendekatan ini tidak berarti 

mengabaikan ajaran moral Gereja, melainkan menempatkan kasih sebagai dasar utama 

dalam setiap pelayanan. Paus Fransiskus berulang kali menekankan pentingnya Gereja 

sebagai “rumah bagi semua” (a field hospital), yang hadir untuk menyembuhkan luka-

luka manusia, termasuk luka akibat diskriminasi dan penolakan sosial.142 Oleh karena 

itu, Gereja diharapkan mampu menciptakan ruang pastoral yang aman, di mana 

transpuan dapat merasakan penerimaan sebagai pribadi yang dicintai oleh Allah. 

Kedua, Gereja perlu memperkuat pembinaan umat melalui pendidikan iman 

yang lebih kontekstual dan dialogis. Katekese dan pewartaan tidak hanya 

menyampaikan ajaran secara normatif, tetapi juga membantu umat memahami 

kompleksitas realitas manusia, termasuk isu-isu identitas gender. Pendidikan iman yang 

baik akan menolong umat untuk menghindari sikap menghakimi dan mengembangkan 

kepekaan moral yang berakar pada kasih dan keadilan.143 Dengan demikian, umat dapat 

bertumbuh menjadi pribadi yang mampu menghargai martabat setiap orang dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 
142 Paus Fransiskus, Evangelii Gaudium, op.cit, no. 47–49. 
143 Katekismus Gereja Katolik, op.cit, no. 1783–1785 tentang pembinaan hati nurani. 
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Ketiga, Gereja diharapkan mampu menjadi jembatan dialog antara berbagai 

pihak, baik dalam lingkup internal umat maupun dengan masyarakat luas. Dialog 

menjadi sarana penting untuk mengurangi kesalahpahaman dan membangun relasi 

yang lebih harmonis. Dalam semangat Konsili Vatikan II, Gereja dipanggil untuk 

terlibat dalam dunia dan membuka diri terhadap realitas sosial yang ada, termasuk 

pergulatan kelompok-kelompok yang terpinggirkan.144 Dengan membuka ruang dialog, 

Gereja dapat membantu menciptakan suasana yang lebih inklusif dan penuh 

penghargaan terhadap perbedaan. 

Keempat, Gereja perlu mengembangkan pelayanan konkret yang menyentuh 

kebutuhan nyata transpuan, khususnya dalam bidang sosial dan ekonomi. Diskriminasi 

yang mereka alami sering kali berdampak pada keterbatasan akses terhadap pekerjaan 

dan kehidupan yang layak. Oleh karena itu, Gereja dapat mengambil inisiatif melalui 

program pemberdayaan, pelatihan keterampilan, atau pendampingan sosial yang 

membantu mereka untuk hidup lebih mandiri dan bermartabat.145 Pelayanan semacam 

ini merupakan wujud nyata dari iman yang bekerja dalam kasih. 

Kelima, Gereja perlu terus merefleksikan ajaran moralnya dalam terang situasi 

konkret umat, tanpa kehilangan kesetiaan pada tradisi iman. Refleksi ini penting agar 

ajaran Gereja tidak dipahami secara kaku atau legalistik, tetapi sebagai pedoman hidup 

yang membawa manusia pada keselamatan. Dalam hal ini, prinsip martabat manusia 

sebagai gambar Allah harus menjadi titik tolak utama dalam setiap penilaian moral.146 

Dengan demikian, Gereja dapat menghadirkan keseimbangan antara kebenaran dan 

kasih dalam pelayanannya. 

Akhirnya, Gereja dipanggil untuk menjadi tanda harapan di tengah realitas yang 

sering kali diwarnai oleh ketidakadilan dan eksklusi. Dengan menghadirkan sikap 

inklusif, dialogis, dan solider, Gereja tidak hanya menjawab persoalan diskriminasi 

terhadap transpuan, tetapi juga mewujudkan panggilannya sebagai komunitas kasih 

yang mencerminkan wajah Allah yang penuh belas kasih. Upaya ini menuntut 

 
144 Konsili Vatikan II, Gaudium et Spes, op.cit, no. 1 dan 40. 
145 Yohanes Paulus II, Centesimus Annus penerj. R. Hardawiryana, SJ (Jakarta: Departeman 

Dokumentasi Dan Penerangan KWI, 1991), no. 48 tentang peran sosial Gereja 
146 Kejadian 1:27; Katekismus Gereja Katolik, no. 1700. 
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komitmen yang berkelanjutan dari seluruh anggota Gereja, baik klerus maupun awam, 

untuk bersama-sama membangun kehidupan yang lebih manusiawi dan berkeadilan. 

5.2.2. Saran Kepada Transpuan di Larantuka 

Berdasarkan realitas yang dihadapi komunitas transpuan di Indonesia secara 

umum, termasuk diskriminasi dalam akses pendidikan, pekerjaan, dan layanan 

kesehatan. Berikut adalah sejumlah saran praktis bagi transpuan di Larantuka untuk 

dapat menjalani hidup yang lebih aman, bermartabat, dan berdaya  

Pertama, transpuan di Larantuka perlu membangun ketahanan diri sekaligus 

mencari dan membentuk jaringan dukungan sosial yang aman. Lingkungan sosial di 

kota kecil seperti Larantuka, yang mayoritas beragama Katolik dan memegang teguh 

nilai-nilai tradisional, seringkali belum sepenuhnya memahami isu identitas gender. 

Akibatnya, transpuan rentan mengalami penolakan, perundungan, bahkan kekerasan 

verbal maupun fisik, baik dari keluarga sendiri maupun tetangga. Oleh karena itu, 

transpuan perlu secara aktif mencari individu-individu atau kelompok kecil yang dapat 

menerima mereka tanpa syarat. Jaringan dukungan ini bisa dimulai dari teman sejawat 

yang memiliki pengalaman serupa, komunitas virtual melalui media sosial yang 

menghubungkan transpuan antar pulau, atau jika memungkinkan, menjalin komunikasi 

dengan lembaga swadaya masyarakat yang fokus pada isu hak asasi manusia dan 

kelompok minoritas gender. Selain itu, jika ada anggota keluarga inti misalnya ibu, 

saudara perempuan, atau sepupu yang menunjukkan sikap lebih terbuka, disarankan 

untuk memulai dialog secara perlahan dan bertahap. Tujuannya bukanlah agar seluruh 

keluarga langsung menerima, melainkan agar setidaknya ada satu atau dua orang yang 

menjadi "pelindung" ketika terjadi konflik.  

Kedua, transpuan di Larantuka perlu sungguh-sungguh memperkuat aspek 

mental dan spiritual mereka, karena dua hal ini menjadi fondasi utama untuk bertahan 

di tengah lingkungan yang belum inklusif. Tekanan psikologis akibat diskriminasi yang 

dialami transpuan seperti cemas berlebihan, rasa malu, depresi, hingga keinginan bunuh 

diri sangat umum dialami oleh transpuan di berbagai daerah, termasuk di kawasan timur 

Indonesia. Ketahanan mental harus dibangun dari dalam diri sendiri karena akses 

terhadap psikolog profesional di Larantuka sangat terbatas. Melalui praktik-praktik 

sederhana seperti menulis jurnal perasaan, melakukan afirmasi positif setiap hari, serta 

mencari tontonan atau bacaan yang menginspirasi dari tokoh-tokoh transpuan yang 



68 
 

berhasil. Bagi transpuan yang beragama Katolik, yang merupakan agama dominan di 

Larantuka, disarankan untuk mencari ruang ibadah atau pendamping rohani yang tidak 

menghakimi. Meskipun ajaran resmi Gereja Katolik belum mengakui transisi gender 

secara medis, setiap pribadi tetap diakui memiliki martabat yang tak terhapuskan. 

Transpuan dapat memanfaatkan momen doa pribadi, novena di rumah, atau bergabung 

dengan kelompok doa kecil yang lebih terbuka (biasanya dipimpin oleh suster atau 

frater muda yang lebih progresif). Yang terpenting, spiritualitas yang sehat tidak boleh 

digunakan untuk menyalahkan diri sendiri atas identitas yang tidak dipilih. Sebaliknya, 

spiritualitas harus menjadi sumber kekuatan yang mengingatkan bahwa setiap manusia, 

apa pun kondisinya, dicintai oleh Yang Ilahi. 

Ketiga, transpuan di Larantuka harus memprioritaskan pendidikan non-formal 

dan pelatihan keterampilan sehingga mereka tidak bergantung pada pendidikan formal 

yang seringkali menjadi medan perundungan dan diskriminasi. Berangkat dari realitas 

bahwa banyak transpuan terpaksa putus sekolah karena tidak tahan dengan pembulian 

yang dilakukan oleh teman sebaya maupun sikap tidak ramah dari sebagian guru maka 

transpuan harus memprioritaskan pendidikan non-formal dan pelatihan keterampilan 

praktis yang dapat langsung menghasilkan pendapatan. Transpuan dapat mengikuti 

kursus-kursus singkat yang diselenggarakan oleh dinas sosial, pusat pelatihan kerja, 

atau lembaga swadaya masyarakat yang kadang-kadang hadir di kota-kota seperti 

Maumere atau bahkan secara daring. Keterampilan yang paling mudah dipelajari dan 

memiliki pasar di Larantuka antara lain tata rias wajah (makeup artist untuk pengantin 

dan acara adat), potong rambut (barbershop atau salon kecil-kecilan), menjahit 

(perbaikan pakaian atau membuat masker dan tas), serta memasak makanan khas 

Flores. Dengan menguasai satu atau dua keterampilan ini, transpuan dapat membuka 

usaha sendiri dari rumah atau menyewa lapak kecil di pasar. Keuntungan dari usaha 

mandiri adalah tidak perlu lagi menghadapi proses seleksi kerja yang diskriminatif di 

perusahaan formal.  

Keempat, setelah menguasai suatu keterampilan, transpuan di Larantuka harus 

berani mengembangkan usaha mandiri secara bertahap serta mengelola keuangannya 

dengan bijak agar tidak mudah terjerumus ke dalam pekerjaan berisiko tinggi seperti 

pekerjaan seks komersial. Pada kenyataannya diskriminasi yang terjadi  di sektor 

formal membuat transpuan yang melamar pekerjaan  menjadi pegawai toko, pelayan 

restoran, atau karyawan hotel justru ditolak setelah diketahui identitas gendernya, maka 
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cara transpuan untuk dapat bertahan hidup secara legal dan bermartabat adalah menjadi 

wirausaha. Di Larantuka, peluang usaha yang potensial antara lain: (a) jasa salon 

kecantikan yang juga melayani potong rambut pria dan wanita, sehingga tidak secara 

eksplisit hanya menyasar satu gender; (b) menjual kue basah dan kering di depan rumah 

atau titipkan ke warung-warung kecil; (c) membuat kerajinan tangan seperti gantungan 

kunci dari kayu atau anyaman pandan yang bisa dijual sebagai suvenir wisata, terutama 

karena Larantuka mulai dikenal dengan wisata religi Semana Santa; (d) menjadi 

katering skala kecil untuk acara-acara syukuran atau arisan. Dalam mengelola usaha 

ini, transpuan perlu dibekali pengetahuan dasar tentang memisahkan uang untuk modal, 

tabungan, dan biaya hidup sehari-hari. Sangat disarankan untuk tidak menghabiskan 

semua pendapatan untuk penampilan semata (seperti membeli pakaian mahal atau 

kosmetik bermerek) sebelum kebutuhan pokok dan tabungan darurat terpenuhi.  

Kelima, transpuan di Larantuka perlu memahami hak-hak hukum dasar mereka 

sebagai warga negara Indonesia serta tidak takut untuk melapor ke kepolisian jika 

mengalami kekerasan yang nyata. Meskipun hukum Indonesia belum secara eksplisit 

mengakui identitas gender di luar laki-laki dan perempuan, setiap warga negara, 

termasuk transpuan harus dilindungi dari tindak pidana kekerasan, penganiayaan, dan 

pemerasan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ini berarti, jika 

seorang transpuan dipukul, diusir dari rumah oleh keluarga dengan kekerasan, atau 

dipaksa membayar uang perlindungan oleh oknum, ia berhak melaporkan kejadian 

tersebut ke Polres Larantuka. Sayangnya, realitas yang terjadi di lapangan seringkali 

berbeda: banyak transpuan yang enggan melapor karena takut aparat justru 

menyalahkan mereka, diolok-olok, atau bahkan kasusnya tidak ditindaklanjuti. Namun 

demikian, transpuan disarankan untuk tetap melapor, dengan catatan: lakukan bersama 

pendamping dari komunitas atau LSM yang memahami isu transgender. Jika tidak ada 

LSM di Larantuka, transpuan dapat menghubungi jaringan advokasi di Kupang atau 

secara daring. Laporan polisi yang masuk setidaknya akan menjadi catatan statistik 

bahwa kekerasan terhadap transpuan benar-benar terjadi di wilayah Flores Timur.  

Keenam, transpuan di Larantuka perlu secara bertahap berani hadir secara 

otentik di ruang-ruang kecil yang relatif aman, tanpa harus menyembunyikan diri secara 

total atau justru terlalu provokatif. Strategi yang bijak adalah memilih ruang-ruang 

tertentu yang sudah teruji aman. Contoh ruang aman di Larantuka bisa berupa: 

pertemuan komunitas kecil sesama transpuan dan teman-teman yang suportif (misalnya 
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arisan atau sekadar ngopi di warung tertentu yang pemiliknya sudah tahu dan tidak 

bermasalah), kegiatan sosial yang tidak terkait langsung dengan agama formal 

(misalnya kerja bakti lingkungan yang lebih fokus pada gotong royong daripada 

identitas pribadi), atau jika memungkinkan, kegiatan ibadah di gereja tertentu di mana 

pastor atau suster yang melayani dikenal memiliki pendampingan yang sensitif. 

Transpuan tidak perlu menampilkan identitas gendernya secara berlebihan (seperti 

berpakaian sangat mencolok) di ruang publik yang ramai, tetapi juga tidak perlu 

menyangkal dirinya jika ditanya secara langsung oleh orang yang dipercaya. Kehadiran 

yang "tenang" dan "autentik" dalam keseharian menunjukkan bahwa transpuan adalah 

manusia biasa yang bekerja, membantu tetangga, dan beribadah seperti yang lain lama-

kelamaan akan melunturkan prasangka buruk masyarakat. Proses ini memang lambat, 

tetapi inilah satu-satunya jalan untuk mendapatkan akseptasi sosial yang tulus, bukan 

hanya toleransi yang dingin. 

Keseluruhan saran di atas tidak dimaksudkan sebagai solusi instan, melainkan 

sebagai strategi bertahan (survival strategy) sekaligus strategi pemberdayaan 

(empowerment strategy) bagi transpuan di Larantuka. Setiap saran saling berkaitan: 

ketahanan mental diperlukan untuk berani mengembangkan usaha, kemandirian 

ekonomi diperlukan untuk mengakses layanan kesehatan, dan jaringan sosial 

diperlukan untuk melindungi keselamatan fisik. Di tengah keterbatasan dukungan dari 

negara dan gereja yang masih ambivalen, transpuan harus saling menguatkan dan tidak 

menyerah pada keputusasaan. Meskipun jalan yang harus ditempuh sangat panjang, 

namun setiap langkah kecilyang berhasil diambil adalah kemenangan yang patut 

dirayakan. Semoga transpuan di Larantuka diberikan kekuatan, kesehatan, dan 

keberuntungan untuk menjalani hari-hari mereka dengan bermartabat. 

5.2.3. Saran Kepada Masyarakat 

Berdasarkan hasil analisis kontekstual mengenai diskriminasi terhadap 

transpuan di Larantuka, masyarakat diharapkan dapat mengambil peran aktif dalam 

membangun kehidupan bersama yang lebih adil, inklusif, dan berlandaskan 

penghormatan terhadap martabat manusia. Perubahan sosial tidak hanya bergantung 

pada kebijakan formal, tetapi juga pada kesadaran kolektif dan sikap sehari-hari dalam 

relasi antarwarga. 
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Pertama, masyarakat perlu mengembangkan sikap penerimaan yang berakar 

pada penghargaan terhadap martabat setiap pribadi manusia. Setiap individu, tanpa 

memandang latar belakang maupun identitasnya, memiliki nilai intrinsik yang tidak 

dapat dikurangi. Oleh karena itu, segala bentuk stigma, stereotip, dan diskriminasi 

terhadap transpuan perlu ditinggalkan. Sikap ini sejalan dengan prinsip dasar 

kemanusiaan sekaligus ajaran moral Kristiani yang menekankan kasih terhadap sesama 

tanpa pengecualian.147 Dalam praktiknya, penerimaan ini dapat diwujudkan melalui 

interaksi sosial yang lebih terbuka, tidak mengucilkan, serta menghindari bahasa atau 

tindakan yang merendahkan. 

Kedua, masyarakat diharapkan mampu membangun budaya dialog yang sehat 

dan konstruktif. Perbedaan pandangan mengenai identitas gender tidak seharusnya 

menjadi alasan untuk menutup ruang komunikasi. Sebaliknya, dialog yang jujur dan 

penuh hormat dapat menjadi sarana untuk saling memahami pengalaman hidup masing-

masing. Dalam konteks ini, penting bagi masyarakat untuk mengedepankan sikap 

empati, yakni kemampuan untuk melihat realitas dari sudut pandang orang lain, 

khususnya mereka yang mengalami marginalisasi.148 Dengan demikian, ketegangan 

sosial dapat dikurangi, dan relasi yang lebih manusiawi dapat dibangun. 

Ketiga, masyarakat perlu berperan dalam menciptakan lingkungan sosial yang 

inklusif, terutama dalam bidang pendidikan dan pekerjaan. Diskriminasi yang terjadi 

sering kali berakar pada kurangnya akses dan kesempatan yang setara. Oleh karena itu, 

masyarakat, termasuk pelaku usaha dan institusi pendidikan, diharapkan membuka 

ruang yang lebih luas bagi transpuan untuk berpartisipasi secara aktif dan bermartabat. 

Langkah ini tidak hanya membantu meningkatkan kesejahteraan mereka, tetapi juga 

memperkaya kehidupan sosial dengan keberagaman yang ada.149 

Keempat, masyarakat perlu meningkatkan kesadaran kritis terhadap pengaruh 

norma budaya dan interpretasi religius yang dapat berpotensi melahirkan sikap 

eksklusif. Nilai budaya dan agama pada dasarnya memiliki tujuan luhur untuk menjaga 

keteraturan dan kebaikan bersama. Namun, tanpa refleksi yang mendalam, nilai-nilai 

tersebut dapat disalahpahami dan digunakan untuk membenarkan tindakan 

 
147 Katekismus Gereja Katolik, op.cit, no. 1931–1933 tentang penghormatan terhadap sesama manusia. 
148 Frans Magnis-Suseno, op.cit, hlm. 75–77 
149 Komnas HAM, Laporan Tahunan tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia (Jakarta: Komnas HAM, 

2020), hlm. 52–54. 
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diskriminatif. Oleh karena itu, diperlukan sikap bijaksana dalam menghidupi nilai-nilai 

tersebut, dengan tetap menempatkan kasih dan keadilan sebagai prinsip utama.150 

Kelima, solidaritas sosial perlu diperkuat sebagai wujud nyata dari kepedulian 

terhadap sesama, khususnya kelompok yang rentan. Solidaritas tidak hanya berarti 

simpati, tetapi juga keterlibatan aktif dalam memperjuangkan kondisi hidup yang lebih 

baik bagi mereka yang mengalami ketidakadilan. Dalam konteks ini, masyarakat dapat 

mengambil bagian melalui dukungan moral, perlindungan terhadap tindakan kekerasan, 

serta keterlibatan dalam kegiatan sosial yang memberdayakan transpuan.151 

Akhirnya, masyarakat Larantuka diharapkan mampu menjadi komunitas yang 

mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur, di mana setiap orang dihargai 

sebagai pribadi yang bermartabat. Dengan mengedepankan sikap penerimaan, dialog, 

inklusivitas, dan solidaritas, masyarakat tidak hanya mengatasi persoalan diskriminasi, 

tetapi juga membangun fondasi kehidupan bersama yang lebih damai dan berkeadilan. 

Upaya ini merupakan tanggung jawab bersama yang menuntut komitmen nyata dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
150 Konsili Vatikan II, Gaudium et Spes, op.cit, no. 27. 
151 Yohanes Paulus II, Sollicitudo Rei Socialis op.cit, no. 38 tentang solidaritas 
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DAFTAR PERTANYAAN 

 

1. PERTANYAAN UNTUK TRANSPUAN DI LARANTUKA 

1. Boleh saya tahu nama panggilan yang membuat Saudari merasa paling nyaman? 

Sejak kapan Saudari mulai menyadari bahwa diri Saudari berbeda dari 

kebanyakan laki-laki pada umumnya, dan apa yang Saudari rasakan pada masa-

masa awal kesadaran itu muncul? 

2. Bagaimana sikap keluarga kandung Saudari ayah, ibu, dan saudara-saudari 

ketika mengetahui atau menyadari identitas Saudari sebagai transpuan? Apakah 

ada anggota keluarga yang paling mendukung dan sebaliknya yang paling sulit 

menerima? Apa yang Saudari lakukan untuk menghadapi situasi tersebut? 

3. Sebagai sesama warga Larantuka, bagaimana pengalaman Saudari ketika 

berinteraksi dengan masyarakat di lingkungan tempat tinggal, di pasar, atau di 

tempat-tempat umum lainnya? Apakah Saudari pernah mengalami ejekan, 

perundungan, atau perlakuan tidak menyenangkan lainnya dari masyarakat? 

Jika pernah, bagaimana bentuknya dan bagaimana Saudari menyikapinya? 

4. Sampai jenjang pendidikan mana Saudari bersekolah? Apakah pengalaman 

Saudari di sekolah dulu menyenangkan atau justru penuh tekanan karena 

identitas gender Saudari? Untuk urusan pekerjaan, apa yang Saudari lakukan 

saat ini untuk memenuhi kebutuhan hidup? Apakah Saudari pernah mengalami 

diskriminasi atau kesulitan dalam mencari pekerjaan karena status Saudari 

sebagai transpuan? 

5. Apakah Saudari masih aktif pergi ke gereja atau mengikuti kegiatan keagamaan 

lainnya? Bagaimana sikap para pastor, suster, atau petugas gereja lainnya ketika 

Saudari datang ke gereja? Apakah Saudari pernah ditegur, dipandang sinis, atau 

sebaliknya justru didampingi dengan baik? Bagaimana perasaan Saudari ketika 

berada di dalam gereja? 

6. Apakah Saudari memiliki teman-teman sesama transpuan di Larantuka? 

Apakah ada perkumpulan atau paguyuban khusus seperti IKWAL di Kota 

Larantuka? Bagaimana bentuk-bentuk dukungan yang Saudari terima dari 

komunitas tersebut? Apa manfaat yang Saudari rasakan dengan adanya 

perkumpulan ini dalam kehidupan sehari-hari? 
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7. Apa harapan terbesar Saudari untuk masa depan, baik untuk diri Saudari pribadi 

maupun untuk sesama transpuan di Larantuka secara umum? Jika Saudari diberi 

kesempatan untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat Larantuka, kepada 

para pastor dan pemimpin Gereja Keuskupan Larantuka, serta kepada 

pemerintah daerah, apa yang ingin Saudari sampaikan agar transpuan bisa hidup 

lebih aman, dihormati, dan bermartabat? 

 

2. PERTANYAAN UNTUK PASTOR 

1. Menurut pemahaman Romo, apa yang dimaksud dengan transpuan? Apakah di 

lingkungan pastoral Romo ada umat yang tergolong sebagai transpuan? Jika 

ada, bagaimana Bapak/Suster pertama kali mengetahui dan menyadari 

keberadaan mereka? 

2. Apakah Romo menerima transpuan sebagai bagian dari umat yang dilayani? 

Jika menerima, dengan alasan teologis apa? Jika menolak atau membatasi, apa 

dasar keberatan Romo/Suster/ Frater?  

3. Apakah Romo pernah atau sedang melakukan pendampingan pastoral khusus 

kepada transpuan di paroki/stasi Bapak/Suster? Jika pernah, bentuk 

pendampingan seperti apa yang diberikan (misalnya konseling, pengakuan 

dosa, pendampingan rohani, atau bantuan sosial)? Jika belum, apa kendalanya? 

4. Apa tantangan terbesar yang Romo hadapi ketika berhadapan dengan umat 

transpuan di Larantuka? Apakah tantangannya lebih bersifat internal (misalnya 

keraguan pribadi Romo sendiri, keterbatasan pemahaman teologis) atau 

eksternal (misalnya tekanan dari umat lain, dari atasan, atau dari masyarakat 

luas)?" 

5. Apakah Romo pernah menyampaikan pengajaran atau khotbah yang secara 

spesifik membahas tentang transpuan, waria, atau isu identitas gender? Jika 

pernah, kira-kira apa poin-poin penting yang Romo sampaikan? Jika belum, 

mengapa tidak dan apakah Romo berencana untuk melakukannya di masa 

depan?" 

6. Apakah Romo pernah menyaksikan secara langsung atau mendengar laporan 

tentang diskriminasi, perundungan, atau kekerasan terhadap transpuan yang 

terjadi di lingkungan gereja atau masyarakat Larantuka? Jika pernah, bagaimana 
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Romo merespons kejadian tersebut? Apakah Romo mengambil tindakan 

tertentu?" 

7. Apa harapan Romo bagi transpuan di Keuskupan Larantuka ke depan? Menurut 

Romo, apa yang perlu dilakukan oleh Gereja secara institusional (Keuskupan, 

paroki, lembaga pastoral) agar transpuan dapat hidup lebih bermartabat tanpa 

kehilangan integritas ajaran moral Gereja? Apakah Romo memiliki usulan 

program pastoral konkret? 

 

3. PERTANYAAN UNTUK MASYARAKAT AWAM (WARGA 

LARANTUKA) 

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa di lingkungan tempat tinggal Bapak/Ibu 

di Larantuka ini ada transpuan atau waria? Sejak kapan Bapak/Ibu menyadari 

keberadaan mereka? Bagaimana Bapak/Ibu pertama kali mengetahui atau 

bertemu dengan mereka? 

2. Bagaimana sikap Bapak/Ibu secara pribadi terhadap transpuan? Apakah 

Bapak/Ibu menerima mereka sebagai tetangga, teman, atau anggota masyarakat 

biasa? Atau sebaliknya, Bapak/Ibu merasa tidak nyaman, takut, atau terganggu 

dengan keberadaan mereka? Mengapa Bapak/Ibu bersikap seperti itu? 

3. Apakah Bapak/Ibu pernah berinteraksi langsung dengan transpuan dalam 

kehidupan sehari-hari—misalnya sebagai tetangga, teman kerja, atau pelanggan 

di usaha mereka (seperti salon, warung makan, atau toko)? Jika pernah, 

bagaimana pengalaman Bapak/Ibu? Jika tidak pernah, mengapa? 

4. Menurut pengamatan Bapak/Ibu, apakah transpuan di Larantuka pernah 

mengalami perlakuan tidak menyenangkan, ejekan, perundungan, atau 

diskriminasi baik dari masyarakat umum, dari lingkungan kerja, dari tetangga, 

atau bahkan dari keluarganya sendiri? Jika pernah, bentuk diskriminasi seperti 

apa yang Bapak/Ibu lihat atau dengar? Ceritakan secara spesifik jika ada 

contohnya. 

5. Ketika Bapak/Ibu melihat atau mendengar ada transpuan yang diejek, di-bully, 

atau didiskriminasi di Larantuka, bagaimana biasanya tanggapan masyarakat di 

sekitar? Apakah ada yang menegur pelaku, membela korban, atau justru ikut 

menertawakan? Bagaimana pula dengan tanggapan dari petugas gereja (pastor, 

suster, atau katekis) jika kejadian itu terjadi di lingkungan gereja? 
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6. Apakah Bapak/Ibu melihat adanya perubahan sikap masyarakat Larantuka 

terhadap transpuan dari tahun ke tahun? Apakah sekarang masyarakat lebih 

menerima atau justru semakin tidak menerima? Menurut Bapak/Ibu, apa yang 

menyebabkan perubahan itu terjadi misalnya karena faktor pendidikan, 

pengaruh media, tokoh masyarakat, atau faktor lainnya? 

7. Apa harapan Bapak/Ibu kepada Pemerintah Kabupaten Flores Timur dan 

kepada Gereja Keuskupan Larantuka terkait keberadaan transpuan di daerah 

ini? Menurut Bapak/Ibu, apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah dan gereja 

agar transpuan bisa hidup lebih aman, dihormati, dan tidak didiskriminasi? 

Apakah Bapak/Ibu mendukung jika ada kebijakan atau program yang secara 

khusus melindungi hak-hak transpuan? 

 

 

 

 


